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ABSTRAK

Pelayanankedokteranforensikklinikmerupakanpemeriksaanmedis yang
diberikankepadakorbanuntukmembantuproses
penegakanhukumdimanahasilnyadituangkankedalamsuratketerangantertulisdalam
bentukVisum et Repertum (VeR).Pelayanankedokteranforensikklinikhanyamenilai
dan mengintepretasikanluka-lukakorban yang
datangakibatsuatutindakpidana.Dalammemberikanpelayanankedokteranforensikkl
inikyang senyatannya(das sein) masihseringterjadipenolakanpemeriksaanterhadap
korban yang datangjikatidakmembawasuratpermintaanVisum et Repertum (SPV)
sehinggahaltersebuttidaksesuaidenganpenerapanhukum yang seharusnya (das
sollen). Untukitubagaimanaperanan, kendala dan upayatenagakesehatan dan
tenagamedisdalammemberikanpelayanankedokteranforensikklinikterhadap korban
tindakpidana di
RumahSakitBhayangkaraPekanbarugunamembuatterangsuatuperkarapidana.
Penelitianinimerupakanpenelitianhukumempiris (socio legal reaserch)
denganteknikpengumpulan data dilakukandenganwawancara dan
pengisiankuisionermelaluigoogle formkepadamasing-masingrespondensertastatus
rekammedis dan dokumenlainnya yang selanjutnya di
analisissecaradeskriptifkualitatif. Hasil penelitiankepadarespondendi
RumahSakitBhayangkaraPekanbarumenunjukanbahwa 48,1%
tidakpahamtentangadanyaStandarOperasionalProsedur(SOP) VeR, 76,6%
menolakpasien (korban) yang datangtanpamembawa SPV dan 70,1%
tidakmengetahuimekanismepenerbitanVeRdengan SPV menyusul.

Kata Kunci:ForensikKlinik, Visum et Repertum, RumahSakitBhayangkara
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ABSTRACT

Clinical forensic medicine services are medical examinations given to victims to
assist in the law enforcement process where the results are stated in a written
statement in the form of a Visum et Repertum (VeR).Clinical forensic medical
services only assess and interpret the victims' injuries that come as a result of a
crime.In providing real clinical forensic medical services (das sein) there are still
frequent refusals to examine victims who come if they do not bring a letter
requesting a Visum et Repertum (SPV) so that this is not in accordance with the
proper application of the law (das sollen).For this reason, what are the roles,
constraints and efforts of health workers and medical staff in providing clinical
forensic medical services to victims of criminal acts at the Bhayangkara Hospital
Pekanbaru in order to clarify a criminal case.This research is an empirical legal
research (socio legal research) with data collection techniques carried out by
interviews and filling out questionnaires through Google forms for each
respondent as well as the status of medical records and other documents which
are then analyzed descriptively qualitatively.The results of research on
respondents at Bhayangkara Hospital Pekanbaru showed that 48.1% did not
understand the VeR standard operating procedure (SOP), 76.6% refused patients
(victims) who came without SPV and 70.1% did not know the issuance
mechanism.VeR with SPV will follow.

Keywords:Forensic Clinic, Visum et Repertum, Bhayangkara Hospital
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelayanan kedokteran forensik di suatu rumah sakit adalah selain

melakukan pemeriksaan diagnostik juga memberikanpengobatan dan

perawatankepadapasien (korban), sertamempunyaitugasmelakukan pemeriksaan

medis untuk membantu penegakan hukum, baik korban hidup maupun korban

mati. Pemeriksaanmedis yang bertujuanuntukmembantu proses

penegakanhukumantara lain adalahpembuatanVisum et Repertum(VeR).

Pelayanan kedokteran forensik untuk korban hidup disebut pelayanan

forensik klinik, yaitu hanya menilai dan mengintepretasikan luka-luka pasien yang

datang akibat korban tindak pidana atau yang dicurigai kemungkinan adanya

tindak pidana.Prosedur pemeriksaan VeR pada korban hidup tidak diatur secara

rinci dan tidak ada ketentuan dalam pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan

oleh seorang dokter pemeriksa. Dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan

langsung ke dokter, baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membawa

kemungkinan bahwa surat permintaan VeR (SPV) korban luka akan datang

terlambat dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan

ini masih cukup beralasan dan dapat diterima maka keterlambatan ini tidak boleh

dianggap sebagai hambatan pembuatan VeR. Sebagai contoh adanya
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kesulitankomunikasi dan sarana perhubungan, overmacht (berat lawan) dan

noodtoestand (darurat).1

Seorang dokter harus memerhatikan kualitas VeRdalam pembuatannya,

mengingat pentingnyaVeR ini sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu.2

Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang

baik.Terdapat banyak faktor

yangdapatmemengaruhibaikatauburuknyakualitassebuahVeR yang dibuat oleh

seorangdokterdiantaranya seperti format VeR dan isidarimasing-

masingbagianVeRitusendirisertakerahasiaanVeR.

Dalam setiap etika pelayanan kesehatan, rahasia medis merupakan hal

wajib yang harus ditaati, tidak terkecuali pada pelayanan kedokteran forensik

klinik. Tindakan medis pada kasus kedokteran forensik klinik harus memiliki

persetujuan dari korban yang telahdiaturdalamPasal 45 Undang-UndangNomor 29

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Pelayanan kasus kedokteran forensik

klinik tidak hanya dilakukan oleh dokter spesialis forensik saja, juga melainkan

oleh dokter klinis lain seperti dokter umum

atasdasarpermintaanpenyidiksesuaidenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP Pasal 133 Ayat (1). Kewenangan penyidik dalammeminta

keterangan ahli ataudalamhaliniadalahVeR, diperkuat dengan kewajiban dokter

seperti yang tertuang dalam Pasal 179 KUHAP yaitu “Setiap orang yang diminta

1Dedi Afandi, 2017, Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. Fakultas Kedokt eran
Universitas Riau, Pekanbaru, hlm 1.

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, hlm 823.



3

pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya

wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”3

Dalam peristiwa pidana tidak seluruhnya akibat yang ditimbulkan tersebut

memeriksakan kepada tempat pelayanan medis terlebih dengan skala luka ringan.

Selainitu, tidaksetiap korban tindakpidanasempatmelaporkanperistiwapidana yang

dialaminyakepadapenyidikkepolisianuntukdilakukantindakanpenyelidikan dan

penyidikan. Apabila korban tindak pidana tidak melaporkan terjadinya peristiwa

pidana, maka akibatnya tidak ada permintaan dari pihak penyidik kepada dokter

untuk membuat VeR.Korban tindak pidana yang memerlukan tindakan dokter

dalam pemeriksaan medis tertentu, akan mendapatkan catatan rekam medis yang

dibuat oleh dokter pemeriksa atau oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam

medis yang berisi catatan mengenai kondisi pasien pada saatmenerima pelayanan

kesehatan atau tindakan medis tertentu, dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam

pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis

(Medical Record).4

Dari sudutpandanghukumpidana,

suatutindakpidanakejahatanterhadaptubuh

dan/ataunyawadigolongkansebagaitindakpidanamateril. Formulasi tindak pidana

secara materil berkonsekuensi yuridis di dalam pembuktian perkara, yang berarti

antara perbuatan terdakwa disyaratkan harus ada hubungankausaldenganakibat

3Dedi Afandi, op cit, hlm 2.
4Y.A. Triana Ohoiwutun, 2017, Ilmu kedokteran Forensik, Pohon Cahaya, Yogyakarta,

hlm 33-34.



4

yang dilarangundang-undangatauadahubungansebab-akibat antara perbuatan

tertentu dengan akibat yang dilarang.5

Posisi praktik kedokteran forensik dalam sistem kesehatan jarang dikaji,

khususnya di Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-UndangRepublik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (UU Kesehatan), posisi praktik

kedokteran forensik dalam sistem kesehatan tidak jelas. Sementara pihak menilai

bahwa cakupan sistem kesehatan adalah untuk menangani aspek kesehatan orang

hidup dan praktik kedokteran forensik ditempatkan hanya dalam proses

penyidikan di kepolisian, dan ini terjadi juga di beberapa negara lain. Undang-

Undang Kesehatan telah mengatur tentang pelayanan kedokteran forensik dalam

konteks sistem pelayanan kesehatan meskipun bersifat sangat umum, yang juga

diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran (UU PraktekKedokteran), Undang-UndangNegara

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (UU rumahsakit),

serta regulasi lain yang mengikutinya.6

Hasil penelitian secara umum yang dilakukan oleh Kiswara R pada

periode 1 Januari 2009 – 31 September 2012 di RSUD Arifin Achmad adalah

37,75% yang artinya VeR tersebut masih buruk.7 Hasil yang didapat pada

penelitian yang dilakukan oleh Maulana R. di RSUD Dumai pada periode 1

Januari 2008 – 31 Desember 2012 adalah sebesar 37,46% yang berarti VeR

5Widowati, Y. A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho,Samsudi, dan Godeliva
Ayudyana Suyudi, Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak
Wajar, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm 1.

6Syukriani, Y., 2017, Pelayanan kedokteran Forensik di Tingkat Primer, Fakultas
Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, hlm 321.

7Kiswara R, Afandi D, Mursali LB, Kualitas  Perlukaan di RSUD Arifin Achmad
Pekanbaru Periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2013,JOM FK Volume 2 Nomor 1 Universitas
Riau, Pekanbaru, hlm 1.
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tersebutjuga berkualitas buruk.8Selanjutnya dari penelusuran studidokumen yang

diperolehdariRumahSakitBhayangkaraPekanbarutentangkedokteranforensikklinik

pada kasustindakpidanadalam5tahunterakhiryaitutahun 2018sampaidengan

2022adalahsebanyak7.071 kasus,

dengandemikiantantanganuntukmemberikanpelayanankedokteranforensikklinikkh

ususnyaterhadappenanganan korban tindakpidanaharusbisalebih.9

Hingga saat ini masih ada kesenjangan antara penerapan hukum yang

seharusnya (das sollen) dengan implementasi hukum yang senyatanya di lapangan

(das sein).Aturan-aturanhukum yang dapatmenjadipedomantenagakesehatan dan

tenagamedisdalammenerapkansistempelayanankedokteranforensikklinikterhadap

korban tindakpidanaadalahseperti yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1937

Nomor 350, UU Kesehatan Pasal 28 Ayat (1) "dan Pasal 32, UU Praktik

KedokteranPasal 51 poin a, UU rumahsakitPasal 3 poin d dan Pasal 29 Ayat (1)

poin c sertaStandarOperasionalProsedur (SOP)

RumahSakitBhayangkaraPekanbarunomor: SOP/69/I/2019 halaman 1 dan 2.

Selain itu adanya keluhan dari beberapa penyidik terutama penyidik

kepolisiantentangpelayanankedokteranforensik di

RumahSakitBhayangkaraPekanbarusehinggamenjadikesulitantersendiridalammela

kukan proses penyidikanlanjutansepertikasuspenganiayaan,

kasusKekerasanDalamRumahTangga(KDRT) dan kasuskekerasanseksual.

8Maulana R, Afandi D, Chandra F, Kualitas Perlukaan di Rumah Sakit Umum Daerah
Dumai Periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2012, JOM FK Volume 1 Nomor 2 Universitas
Riau, Pekanbaru, hlm 10.

9Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, 2019-2021, Laporan Tahunan Unit Kedokteran
Forensik Kasus Penganiayaan, Pekanbaru.
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Berdasarkan pra penelitian di unit pelayanan kedokteran

forensikkhususnya di

instalasigawatdaruratRumahSakitBhayangkaraPekanbarubahwapelayanankedokte

ranforesikklinikkhususnyaterhadapkorban

tindakpidanatidaksepenuhnyadijalanidenganbaik, diantaranyaadalah:

1. Korban yang akan diperiksa ditolak oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis

jika tanpa membawa SPV dari penyidik dan korban dianjurkan untuk ke

kantor polisi terlebih dahulu untuk membuat laporan polisi guna

mendapatkan SPV tersebut sebagai dasar pemeriksaan luka-lukanya di

tempat pelayanan medis.

2. VeR korban suatu tindak pidana tidak dapat di keluarkan oleh tempat

pelayanan medis walaupun sebelumnya korban terlebih dahulu telah

mendapatkan penanganan medis di tempat pelayanan tersebut dalam status

gawat darurat atau terkendala geografis sehingga korban yang datang

dengan SPV menyusul tersebut harus diperiksa ulang oleh tenaga kesehatan

dan tenaga medis padahal saat itu kondisi korban jauh sudah dalam keadaan

membaik dalam arti kata derajat lukanya atau klasifikasi lukanya menjadi

ringan atau dalam proses penyembuhan.

3. Korban luka-luka yang diduga akibat suatu perkara pidana yang datang

untuk dilakukan pemeriksaan VeR di tempat pelayanan medis dengan

membawa SPV dari penyidik kepolisian namun tidak diantar oleh penyidik,

sering mendapatkan penolakan.

Dari ketiga hal tersebut di atas, ini tentunya menjadi kendala bagi penyidik

kepolisian dalam melakukan upaya hukum lanjutan berupa penyelidikan dan
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penyidikan suatu perkara pidana karena VeR adalah salah satu alat bukti dalam

bentuk surat yang sangat penting untuk menegakan keadilan sesuai mekanisme

hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peranan Tenaga Kesehatan dan

Tenaga

MedisdalamMemberikanPelayananKedokteranForensikKlinikTerhadap

Korban TindakPidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.”

B. Rumusan masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian iniadalah :

1. Bagaimanakahperanantenaga kesehatan dan tenaga medis dalam

memberikan pelayanan kedokteran forensik klinikterhadap korban

tindakpidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru?

2. Faktorapasajakahyang menjadikendalatenaga kesehatan dan tenaga medis

dalam memberikan pelayanan kedokteran forensik klinikterhadap korban

tindakpidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru?

3. Apasajakahupaya-upayayang dilakukantenagakesehatan dan

tenagamedisdalammemberikanpelayanankedokteranforensikklinikterhadap

korban tindakpidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
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1. Untukmenganalisisperanantenagakesehatan dan

tenagamedisdalammemberikanpelayanankedokteranforensikklinikterhadap

korban tindakpidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.

2. Untukmenganalisisfactor-faktor yang menjadikendalatenagakesehatan dan

tenagamedisdalammemberikanpelayanankedokteranforensikklinikterhadap

korban tindakpidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.

3. Untukmenganalisisupaya-upaya yang dilakukantenagakesehatan dan

tenagamedisdalammemberikanpelayanankedokteranforensikklinikterhadap

korban tindakpidana di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan

praktis,yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumbangan

pemikiran dan sebagai penambah literatur dalam pengetahuan hukum

khususnya tentang hukum kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran

hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis di unit pelayanan

kedokteran forensik klinik.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan

bagi pihak-pihak terkait terhadap sistem pelayanan

kedokteranforensik klinik.
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E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. KerangkaTeoritis

a. Teori Pelayanan

Pelayanan adalahsuatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang

bersifat tidak kasat mata(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat

adanya interaksi antarakonsumendengankaryawanatauhal-

hallainyangdisediakanolehperusahaanpemberipelayananyangdimaksudk

anuntukmemecahkanpermasalahankonsumen/pelanggan.10

Menurut Levey dan Loomba, pelayanan kesehatanadalah upaya

yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri ataubersama-

sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegahdan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan,

kelompokdanataupunmasyarakat.11

Hodgetts dan Casio menyatakan bahwa

bentukdanjenispelayanankesehatantersebutterbagimenjadiduayaitu:

1) PelayananKesehatan

Pelayanankesehatanyangtermasukdalamkelompokpelayanankedok

teran (medical service) ditandai dengan cara

pengorganisasianyang dapat berdiri sendiri (solo practice) atau

secara bersama-

samadalamsatuorganisasi(institution).Tujuanutamanyauntukmeny

10Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2009,Manajemen Pelayanan Pengembangan Model
Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hlm 3.

11 Azrul Azwar, 1993, Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, PKMI, Jakarta,
hlm 35.
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embuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta

sasarannyaterutama untukperseorangandankeluarga.

2) Pelayanankesehatanmasyarakat

Pelayanankesehatanyangtermasukdalamkelompokpelayanankeseh

atanmasyarakat(publikhealthservice)ditandaidengancarapengorga

nisasianyangumumnyasecarabersama-

samadalamsatuorganisasi.Tujuanutamanyauntukmemeliharadanm

eningkatkankesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran

utamanya adalah untukkelompokdanmasyarakat.12

Sekalipunpelayanankedokteranberbedadenganpelayanankeseha

tanmasyarakat,namununtukdapatdisebutsebagaipelayanankesehatanya

ngbaik,keduanyaharusmemenuhibeberapapersyaratanpokoksebagaiber

ikut:

1) Tersediadanberkesinambungan

Pelayanantersebutharustersediadimasyarakat(available)danbersifa

t berkesinambungan (continous) artinya semua jenis

pelayanankesehatanyangdibutuhkanolehmasyarakattidaksulitdite

mukan,sertakeberadaannyadalammasyarakatadapadasetiapsaatyan

gdibutuhkan.

2) Dapatditerimadanwajar(acceptable&appropriate)

Pelayanantersebuttidakbertentangandenganadatistiadat,kebudayaa

n,keyakinandankepercayaanmasyarakatsertabersifatwajar.

3) Mudahdicapai(accessible)

12Ibid, hlm 43.
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Pengertiantercapaidisiniterutamadarisudutlokasi.Untukdapatmewu

judkanpelayanankesehatanyangbaikmakapengaturandistribusisara

nakesehatanmenjadisangatpenting.Pelayanankesehatanyangterlalu

terkonsentrasi didaerahperkotaansajadantidak ditemukan di daerah

pedesaan,bukanlahpelayanan kesehatanyangbaik.

4) Mudahdijangkau(affordable)

Pengertian keterjangkauan ini terutama dari sudut biaya. Untuk

dapatmewujudkankeadaansepertiiniharusdapatdiupayakanbiayape

layanankesehatantersebutsesuaidengankemampuanekonomimasya

rakat.

5) Bermutu(quality)

Pengertianbermutudisiniadalahyangmenunjukkanpadatingkatkese

mpurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang

disatupihakdapatmemuaskanparapemakaijasapelayanandandi

pihaklain. Tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik

serta standaryangtelahditetapkan.13

Terdapatfaktor-faktoryangmemengaruhipembentukansikap

dalam pelayanan,antara lain:

1) Pengalamanpribadi

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman

pribadiharuslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap

akan lebihmudah terbentuk apabila pengalaman pribadi

tersebutterjadi dalamsituasiyangmelibatkanfaktoremosional.

13Ibid, hlm 45.
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2) Pengaruhorang lainyangdianggappenting

Individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau

searahdengansikaporangyangdianggapnyapenting.Kecenderungan

iniantara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan

keinginanuntukmenghindarikonflikdenganorangyangdianggappen

tingtersebut.

3) Kebudayaan

Kebudayaantelahmewarnaisikapanggotamasyarakatnya,karenakeb

udayaanjugalahyangmembericorakpengalamanindividu-

individuyangmenjadianggotakelompokmasyarakatasuhannya.Han

ya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah yang

dapatmemudarkandominasikebudayaandalampembentukansikapin

dividual.

4) Mediamassa

Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media

massajuga membawapesan-

pesanyangberisisugestiyangdapatmengarahkanopiniseseorang.Ada

nyainformasibarumengenaisesuatuhalmemberikanlandasankogniti

fbarubagiterbentuknyasikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan

sugestif yang dibawa olehinformasi tersebut,apabila cukup

kuat,akan memberi dasarafektifdalam menilaisesuatu halsehingga

terbentuklaharahsikaptertentu.

5) Institusiataulembagapendidikandanlembagaagama

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu
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yangboleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari

pendidikan dandaripusatkeagamaansertaajaran-

ajarannya.Dikarenakankonsepmoraldanajaranagamasangatmenent

ukansistemkepercayaanmakatidaklahmengherankankalaupadagilir

annyakemudiankonseptersebut ikut berperan dalam menetukan

sikap individu terhadap suatuhal.

6) Pengaruhfaktoremosional

Suatubentuksikapterkadangmerupakanpernyataanyangdidasariole

h emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi

ataupengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap

demikian dapatmerupakan sikap yang sementara dan segera

berlalu begitu

frustasitelahhilangakantetapidapatjugamerupakansikapyanglebihp

ersistendanbertahanlama.14

Dari beberapa definisi sikap menurut para ahli diatas, maka

dapatdisimpulkan bahwa sikap adalah respon yang diberikan oleh

seseorangterhadap suatu objek tertentu yang dalam merespon meliputi

adanya aspekperasaan, pemikiran dan tindakan. Terdapat tiga

komponen dalam

struktursikapyaitukomponenkognitifatauperasaan,komponenafektifata

upikiran dan komponen konaktif atau tindakan. Tingkat kepuasan

seseorangdapatdilihatdariresponyangdiberikansepertisikap.Sikapyangd

iberikan yaitu berupa tindakan, kepercayaan, perasaan dan

14Ibid, hlm 30.
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sebagainya.Sehinggaapabilaseseorangmerasapuasterhadapsuatukeadaa

n,maka akanterlihatdaritindakanyangdiberikan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri

yaitu melindungi kepentingan seseorang. Terkait dengan fungsi hukum

untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta

menegaskan bahwa hukum tumbuh dan dibutuhkan manusia justru

didasarkan atas keinginan manusia dalam menciptakan kondisi yang

melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk

memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan

martabatnya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan

hukum lahir dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia”15yang dikelompokkan menjadi dua

macam yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan

pada diskresi.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

15 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina
Ilmu, Surabaya, hlm 38.
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Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip ini bertumpu

terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.16

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk

menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbenturan antara satu

sama lain. Hukum diharapkan harus bisa mengintegrasikan

kepentingan-kepentingansehinggabenturan-benturan kepentingan itu

dapat ditekan seminimal mungkin.  Pengertian perlindungan hukum

adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang

maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup yang

ada.

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak membedakan pria

maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan

Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

negaranya. Oleh karena itu, perlindungan hukum tersebut akan

melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam

wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi

mencapai kesejahteraan bersama.17

16Ibid. hlm 40.
17C.S.T Kansil, Engeline R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, Kamus Istilah

Aneka Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 385.
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Dari 2 Teori Hukum diatas, dalampenelitianini yang

digunakansebagaipisauanalisisadalahTeoriPelayanan yang

dikemukakan oleh “Ratminto, Levey dan Loomba.”Hal

tersebutdisebabkankarenaPelayanan merupakanserangkaian aktivitas

oleh suatu organisasiatauinstitusipelayanan baik secara sendiri

ataubersama-sama yang bersifat tidak kasat mata(tidak dapat diraba)

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi

antarakonsumendenganstafmedisatauhal-

hallainyangdisediakankhususnyapelayanankedokteranforensikklinikdi

RumahSakitBhayangkaraPekanbaruuntukmembantu proses

penyidikantindakpidana yang dilakukan oleh penyidikkepolisian.

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Peranan

Peranan berasal dari kata “Peran” yang berarti sebagai

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang

berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah bagian dari

tugas utama yang harus dilaksanakan.18Berikutpengertian peranan

menurut beberapaahli:

Menurut David Berry, mendefinisikan peranan sebagai harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan

sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari

18Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit, hlm 667.
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norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan

itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.19

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peranan.20

Maka berdasarkan pengertian peranan diatas dapat disimpulkan

bahwaperanan adalah kemampuan yang

dimilikiseseoranguntukmengendalikansesuatudalamkehidupanbermasya

rakatuntukdapathidupsecaralayak demi kehidupan yang

sedangdijalankan.

b. Pelayanan

Pelayananadalahsetiapaktivitasyangdilakukanuntukmemenuhike

butuhan dan keinginan dari pihak lain. Pelayanan terhadap pelanggan

sangatpentingdilakukanperusahaankarenatanpapelayananyangbagusmak

apelanggantidakakanmaumembeliprodukyangakan

diperjualbelikan.Berikutpengertian pelayanan menurut beberapaahli:

Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap tindakanatau kegiatan

yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang

padadasarnyatidakberwujuddantidak

19David Berry, 2003, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm 105.

20Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm 243.
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mengakibatkankepemilikanapapun.21

MenurutTjiptono,pelayananadalahsuatupenyajian produk atau

jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk

tersebutdiadakandanpenyampaiannyasetidaknyasamadenganyangdiingi

nkandandiharapkanoleh konsumen.22

Maka berdasarkan pengertian pelayanan diatas dapat

disimpulkan bahwapelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan

untuk orang lain yang sesuaidenganyangdiinginkandandiharapkan oleh

konsumen.23

c. Forensik Klinik

Tujuan utama dalam pemeriksaan forensik klinik adalah untuk

mengetahui penyebab luka dan derajat luka. Hal ini sangat dibutuhkan

terutama untuk perumusan delik dalam KUHP serta penentuan berat

ringannya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Korban yang

termasuk dalam ruang lingkup forensik klinik adalah korban yang

datang dengan SPVkorban penganiayaan, kecelakaan lalu lintas,

kekerasan seksual, keracunan dan luka-luka yang

mempunyaipotensiakibatdarisuatutindakpidana.24 Jika dokter

menemukan pasien dengan kriteria di atas, sebaiknya selalu disertai

dengan pencatatan luka atau cedera yang lengkap sewaktu menangani

21Wibowati J.I, Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT.
Muarakati Baru Satu Palembang, Jurnal Adminika Volume 7 Nomor 1 Universitas Palembang,
Palembang, hlm 99.

22Ibid.
23Ibid
24Budiyanto, A dkk., 1997, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran  Universitas

Indonesia, Jakarta, hlm 11.



19

pasien tersebut. VeR baru dapat dikeluarkan oleh dokter jika ada

permintaan tertulis dari penyidik berupa SPV.

Pada dasarnya pemeriksaan forensik klinik tidak jauh berbeda

dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien

dengan kasus umum. Pemeriksaannya meliputi anamnesis, pemeriksaan

fisik, serta pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan. Pada pemeriksaan

forensik klinik fokus utama adalah pengumpulan bukti secara medis

mengenai tanda-tanda adanya tindakan kriminal pada korban.

Anamnesis yang dilakukan secara lengkap meliputi kondisi sebelum

kejadian, pada saat kejadian dan setelah kejadian. Dalam melakukan

anamnesis, penggunaan pertanyaan terbuka dapat lebih menggali

informasi secara utuh. Pada pemeriksaan fisik, langkah pertama adalah

dengan pemeriksaan tanda vital dan keadaan umum dari pasien. Setelah

itu, dilakukan pemeriksaan head to toe secara lengkap mulai dari

kondisi anatomi serta fungsinya. Jika ditemukan adanya luka pada

tubuh pasien, dokter hendaknya melakukan deskripsi secara forensik

yang terdiri dari komponen regio, koordinat, jenis luka, deskripsi luka,

dan ukuran luka. Informasi penting lainnya mengenai perlukaan pada

tubuh pasien adalah penentuan derajat luka. Penentuan derajat luka

hingga saat ini belum ada standarisasinya. Namun, untuk memudahkan

penentuan derajat luka dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Jika terdapat luka, amati apakah memenuhi kriteria dalam Pasal 90

KUHP, yaitu luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan

sempurna menimbulkan bahaya maut, terus-menerus tidak dapat
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menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian, hilangnya panca

indera, lumpuh, gangguan daya pikir lebih 4 minggu,

gugur/matinya kandungan. Jika memenuhi satu dari kriteria

tersebut maka luka dapat digolongkan menjadi luka derajat tiga.

2. Jika luka tidak memenuhi Pasal 90 KUHP, maka luka digolongkan

menjadi derajat satu atau dua. Penentuan derajat satu dan dua

adalah dengan menilai apakah luka mutlak membutuhkan

perawatan dokter, apakah luka mengakibatkan gangguan pada

fungsi tubuh, atau apakah jumlah luka banyak dan berlokasi di

tempat yang vital. Jika memenuhi salah satu kriteria tersebut, luka

dapat digolongkan menjadi luka derajat dua. Namun jika tidak,

luka dapat digolongkan menjadi luka derajat satu.

Untuk pasien yang diduga merupakan korban pemerkosaan,

tugas dokter adalah untuk mencari adanya tanda-tanda kekerasan

dan/atau tanda-tanda persetubuhan. Pembuktian persetubuhan dapat

dilakukan dengan membuktikan adanya penetrasi (penis) ke dalam

vagina, dan/atau anus/oral serta pembuktian adanya air mani di dalam

vagina/anus. Penetrasi penis ke dalam vagina biasanya akan

mengakibatkan robekan pada selaput dara atau pada selaput lendir

vulva. Robekan selaput dara yang bermakna adalah yang masih baru,

yaitu ditandai dengan kemerahan di sekitar robekan. Pembuktian

persetubuhan dengan pemeriksaan air mani sering kali mengalami

kendala jika korban sebelumnya bersetubuh dengan orang lain, korban

yang terlambat melakukan pemeriksaan, koitus interuptus, atau jika
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pelaku memakai kondom. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan pasien

yang diduga merupakan korban pemerkosaan hendaknya dilakukan

dalam waktu yang singkat antara kejadian dan pemeriksaan.25

d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

e. Tindak Pidana

Menurut Simons

pengertiantindakpidanamerupakantindakanmelanggarhukumpidana

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

seseorang yang dapatdipertanggungjawabkanatastindakannya dan oleh

Undang-UndangHukum Pidanatelahdinyatakansebagaisuatutindakan

yang dapat di hukum.26

f. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan berdasarkan

KBBIadalahsuatuperlakuanyangsewenang-

wenang.27KUHPtidakmenjelaskanartidaripenganiayaannamunsecarau

mumkatapenganiayaanmengacupadatindakpidanaterhadap tubuh. Dari

25Kusumaatmadja M., 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan
Karya Tulis, Alumni, Bandung, hlm 3.

26Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm 35.
27Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit, hlm 735.
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segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat

yangberasaldarikatadasar"aniaya"yangmendapatawalan"pe"danakhira

n"an"sedangkanpenganiayaitusendiriberasaldarikatabendayang

berasaldarikataaniayayangmenunjukkan subyekatau

pelakupenganiayaan itu.Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP

masuk dalam kategori kejahatankarena diatur di dalam buku kedua

tentang kejahatanR.Soesilo dalam bukunya

yangberjudulKUHPsertakomentar-komentarnya lengkap pasal demi

pasal, mengatakan bahwa undang-undang

tidakmemberiketentuanapakahyangdiartikandengan“penganiayaan”itu.

Menurutyurisprudensi,makayangdiartikandengan“penganiayaan”yaitu

sengajamenyebabkanperasaantidakenak(penderitaan),rasasakit,atauluk

a.Menurutalinea4pasalini,masukjugadalampengertianpenganiayaaniala

h“sengajamerusakkesehatanorang.28

g. Visum et Repertum

Definisi VeRsesuai dengan Staatsblad Nomor 350Tahun 1937

adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah /

janji yang diucapkan pada saat menerima jabatan dokter, yang memuat

berita tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti

berupa tubuh manusia maupun benda yang berasal dari tubuh manusia

yang diperiksa sesuai pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas

permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. VeRpada

28Syamsuddin, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, http://www. Art-Kul (Artikel
Kuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.htmldiaksespada30September2022.
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kedokteranforensikklinikterdiri dari tiga jenis, yaitu:

1) VeR luka/ seketika/ definitive.

Merupakan visum yang dilakukan pada korban yang menderita

luka derajat satu atau luka golongan C. Dengan kata lain, visum ini

tidak membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga

tidak menghalangi pekerjaan korban.

2) VeR sementara

Visum ini memerlukan tindakan perawatan dan pemeriksaan lanjut

sehingga dapat menghalangi pekerjaan korban. Pada visum ini,

dokter tidak menentukan dan menuliskan kualifikasi luka pada

bagian kesimpulan .

3) VeR lanjutan

Visum ini dilakukan setelah luka korban dinyatakan sembuh,

korban pindah ke rumah sakit lain, atau korban pulang paksa.29

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio legal

reaserch) yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis

tentang perilaku individu atau masyarakatdalam kaitannya dengan hukum.

Metode pendekatan yuridis sosiologis juga merupakan suatu studi

yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang dapat disimak dalam

pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi

29Sujadi, Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana
Pemerkosaan, Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 1, Gorontalo, hlm 3.
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sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai

gejala sosial yang positif dan empiris,  atau penelitian terhadap data

primer/data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan.30Dalam

penelitian ini, peneliti akan menitikberatkan pada perilaku tenaga kesehatan

dan tenaga medispada institusi tertentutentang sistem

danimplementasipelayanankedokteranforensikklinik di

RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.31

2. Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer pada penelitianiniadalah data yang

diperolehlangsungdarilapangandenganmelakukanwawancarasecaral

angsungkepada:

1) KepalaRumahSakitBhayangkaraPekanbaru;

AjunKomisarisBesarPolisi dr. I WayanAgusDarmawan, Sp.OT

2) KetuaUmumPerhimpunanDokterForesik Indonesia; Prof. Dr.

dr. DediAfandi, DFM, Sp.FM, Subsp.EM (K), MM, MARS.

3) Dokterspesialisforensik, dr. Mohammad TegarIndrayana,

Sp.FM

4) StafadministrasiforensikPenataTk.I Ns. Aleng Adi Chandra,

S.Kep, dan

30 Maiyestati, 2021, Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis, Universitas Bung
Hatta, Padang,  hlm 12.

31Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 87.
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5) Penyidikkepolisian; KompolAndri Setiawan, SIK, MH.

Selainitupeneliti juga menyebarkankuesionermelaluiGoogle

formkepada 77 orang tenagakesehatan dan tenagamedisyang

terdiridaristafpendaftaran, dokter, perawat danbidan

diRumahSakitBhayangkaraPekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang

memiliki kekuatan mengikat dan berhubungan dengan objek

penelitian yang diperoleh dari bahan-bahanberupa catatan rekam

medis pasien, dokumen SOP pelayanankedokteranforensikklinik,

peraturanperundang-undangan dan bukumutasi/catatanpasienmasuk

di unit pelayanan yang berhubungan

denganperananPelayananKedokteranForensik di

RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Penelitianinidilaksanakan di RumahSakitBhayangkaraPekanbaru.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena Rumah Sakit Bhayangkara

merupakan pusat rujukan pelayanan kedokteran forensik, rumah sakit

pendidikan, jumlah kasus yang cukup banyak dan memiliki 3 dokter

forensik.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai

perencana, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis,

menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah



26

berikutnya peneliti menggunakan format kuisioner yang dibagikan kepada

masing-masing responden seperti penyidik kepolisian sertatenaga kesehatan

dan tenaga mediskedokteranforensikklinikdi

RumahSakitBhayangkaraPekanbarudalambentukgoogle formguna

memenuhi jawaban dari objek yang akan diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, pengumpulan

data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian kuisioner melalui google

form kepada masing-masing responden, serta mengumpulkan beberapa

status rekam medis dan buku mutasi pasien masuk dari beberapa korban

yang sudah diperiksa.

6. Pengolahan dan analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dipilih dan

dikelompokkan sesuai populasi masing-masing responden untuk

mengetahui fenomena yang diteliti dengan menggunakan analisis secara

kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data

berdasarkan aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka

dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian

angka.32Data yang terkumpuldalambentukjawaban dan pendapatdari pada

respondendiorganisir dan dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh

32 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
hlm. 81.
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pemahaman, kategorisasi dan pola hubungan untuk menghasilkan suatu

kesimpulan dalam penelitian ini.33

33Sugiyono, 2020, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi 3, Alfabeta, Bandung, hlm. 348-
349.


